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PERATURAN DAERAH  KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 4  TAHUN  2013 2012 

TENTANG 

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Biaya Transportasi Jemaah Haji; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 42861); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 110); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI 
JEMAAH HAJI . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari 

ibukota Kabupaten ke embarkasi dan/ atau dari debarkasi ke ibukota 

Kabupaten. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Biaya Transportasi Jemaah Haji disediakan dengan maksud dan tujuan untuk 

meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji 

berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Transportasi Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah : 

a. Transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke embarkasi; 

dan/atau 

b. Transportasi Jemaah Haji dari debarkasi ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

BAB IV 

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

Pasal 4 

(1) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah. 
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(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di 

bidang Transportasi. 

(3) Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal  25 Januari 20139 Januari 

12 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

ttd 

 

          MUHAMMAD SAFI’I 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 25 Januari 20139 Januari 2012  

SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

ttd 

 

ACHMAD FIKRY 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN   2013 NOMOR  4 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI 

 

I. UMUM 
 

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan 
oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik 
maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk 
menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam 
menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, 
penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk 
memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang 
beragama Islam. 

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 
membiayai sebagian biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dalam bentuk 
bantuan biaya transportasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. Untuk melaksanakan amanat tersebut diperlukan 
pengaturan tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji dalam sebuah Peraturan 
Daerah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi 
Jemaah Haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga dalam pelaksanaan 
ibadah haji tersebut berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup Jelas 

 
Pasal 2 

Cukup Jelas 

 
Pasal 3 

Cukup Jelas 

 
Pasal 4 

Cukup Jelas 

 
Pasal 5 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 4 


